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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268
Laman https://uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR 1735/UN27/HK/2022
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : a.

Mengingat :

TAHUN ANGGARAN 2023
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

bahwa dalam rangka implementasi Sistem Aplikasi Tingkat
Instansi (SAKTI) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran
2023, perlu adanya Operator Pelaporan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menunjuk personil yang
dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat
sebagai Operator Pelaporan Sistem pengguna Aplikasi Tingkat
Instansi (SAKTI);

bahwa untuk keperluan tersebut huruf a dan b perlu
ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Nomor Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 6245);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Bersumber dari Kegiatan tertentu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3871);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2020 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas
Maret;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas
Maret;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1191);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162 /PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab
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Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2007);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan
Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2046);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
68/PMK.05/2015 tentang tarif Layanan Badan Layanan
Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 466);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 195

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015
tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara  Penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi
Negeri,

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang
Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015
Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
387/KMK.05/2014  tentang Penetapan Remunerasi bagi
Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan
Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,

Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang
Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode
Tahun 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN
ANGGARAN 2023

Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tercantum
pada Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Universitas Sebelas Maret
Tahun Anggaran 2023;



KEDUA . Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023
sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2022
Rektor,
TTD
JAMAL WIWOHO
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;




LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1735/UN27/HK/2022
TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SISTEM  APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT
SEBAGAI OPERATOR SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

NIP/ NIK
No Nama/NIP/Pangkat/ Jebatas
Golongan
1 Bakti Nur Rohmah, S.Pd. 1989090720130501 | Operator Pelaporan

2 | Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. | 1993062920180901 | Operator Aset

3 | Andi Fitriono, S.Pd. 1994031120220101 | Operator Persediaan

REKTOR,
TTD

JAMAL WIWOHO




